
BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 

NOMOR %8 TAHUN 2010 

TENTANG 

UANG PERSEDIAAN 

BUPATI JEPARA, 

Menimbang • a. batwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan APB dan 
ketertiban Penatausahaan Keuangan Daerah maka dipertukan 
pengaturan mengenai Lang Persediaan; 

b. batwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diraksud dalan 
hurufa pertu menetaplan Peraturan Bupati Jepara tentang Uang 
Persediaan. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Deaerah-deerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengan ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355) 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pereriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,Tambahan 
Lembaran Negara FRepublik Indonesia Nomnor 4400) 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang emerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara PRepublik Indonesia 
Nomor 4437) sebagairmana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Permenintahan Daerah (Lermbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia nomor 4844) 



7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pererintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomnor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnor 4438) 

8. Peraturan Pererintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578) 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang elaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi emerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614) 

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pengelol n Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubat 
dengan Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeni Noror 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

ft.Peraturan Menteni Dalamn Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang 
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungiawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

12.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 
tentang Polok-Pokokx Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daereh Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3); 

13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2008 tentang Sister 
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 331) 

14.Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2009 tentang Tata Cara 
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungiawaban 
Bendahara serta Penyampaiannya (Berita Daerah Kabupaten 
Jepera Tahun 2009 Nomnor 267) 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG UANG PERSEDIAAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja 
dengan jurlah tertentu yang bers#fat daur ulang (revolving), diberikan kepada 
bendahara pengeluaran hanya untuk memnbiayai kegiatan operasional kantor 
sehari-harr yang tidal dapat dilalukan dengan pembayaran langsung 



2 Pembayaran Lagsung yang selanjutnya disebut LS adalah pelaksanaan 
pert ryaran yang dilakulan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran kepada pihak yang berheal'pihak ketiga melalui penerbitan Surat 
Perintah Memberyar Langsung ($PMLS) atas nama pihak yang berhak/pihak 
ketiga 

3.Tanbahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah uang yang 
diberikan epada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kebutuhan yang 
sangat mende k dalam satu bulan melebihi pagu Uang Persediaan (UP') 
yang ditetapkan; 

4. Surat Perrintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP dlah 
dokuren yang diterbitian oleh pejabat yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan 
perbayaran, 

5. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SM adalah dokumen 
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA.$SKPD 

6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat 
Pengelola Kuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai 
Bendahara Umum Daerah; 

7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dolumen yang digunaan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh 
BUD berdasarkan SPM 

BAB I 

UANG PERSEDIAAN 

Pasal 2 

(1) Kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diberikan Uang 
Persedian; 

(2) Pengelolaan Uang Persediaan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran $KPD; 

(3) Untuk membantu pengelolaan Uang Persedican, Pengguna Anggaran dapat 
mengusulk.an Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bupati, 

(4) Dalam pelaksanaan tugasnya Bendahara Pengeluaran Pembantu 
bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran. 

Pasal 3 

(1)Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pengisian kembali UP setelath 
merealisasikan penggunan UP sekurang-kurangnya 75 % (tujuh puluh lira 
persen) dan sepanjang masih tersedia dana dalam DPA-SKPD; 

(2) Sisa UP yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun 
harus disetor kembali ke Relening Kas Daerah selambat-lambatnya tanggal 
31Desember tahun anggaran berkenaan. 



PAsal 4 • 
• 

(1Pemberian UP paling banyak dapat dilalukan dengan ketentuan 

a. 1/12 (satu per dua belas) dart pagu DPA.SKPD menurut kit ifit i 
belanja yang dijinkan untuk diberikcan UP paling baryal 
Rp 50.000.000,00 (lira puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan 
Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah); 

b. 1/18 (satu per delapan belas) deni DPA-SKPD menurut klasifikasi 
belanja yang dijinkan untuk diberikan UP paling banyak 
Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) untuk pagu di atas 

Rp 900.000.000.00 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan 
Rp 2400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah); 

¢. 1/24 (satu per dua puluh empat) ) dani DPA-SKPD menurut klasifikasi 
belanja yang diijinkan untuk diberikan UP paling banyak 
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu di atas 
RD 2400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) sampai 
dengan Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah); 

d. 1/30 (satu per tiga puluh ) dani DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja 
yang dijinkan untuk diberikan UP paling banyak 
Rp 400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah) untuk pagu di atas 
Rp 6.000.000.000,00 (enam mityer rupiah). 

(2) Dasar pagu UP dihitung dari belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai 
ditamnbah belanja barang dan jasa ditambah belanja modal yang direncanakan 
pembayarannya melalui UP 

Pasal 5 

(1) Dalam hal SKPD memorlukan pendanaan melebihi Lang Persediaan, SKPD 
dapat mengajukan TU; 

(2) Pemberian TU distur sebagai berikut: 

a. Pengguna AnggaranKuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan 
TU untuk setinggi-tinggin ya 400.000.000,00 (mpat ratus juta rupiah) 
untuk klas.filasi belanja yang diperbolehkan dibeni UP kepada BUD; 

b. Permintaan TU di atas Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) 
untuk klasifilasi belanja yang diperbolehkan dibent UP, harus mendapat 
persetujuan dani BUD. 

(3) Syarat untuk mengajukan TU :  

a. Untuk mermenuhi kebutuhan yang sangat mendesakidak dapat 
ditunda 

b. Digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkanny8 SP2D; 
c. Apabila tidal habis digunakan dalamn satu bulan sisa dana yang ada di 

bendahara, harus disetor ke Kas Daerah; 
d. Apabila ketentuan pada huruf c tidak dipenuhi kepada SKPD yang 

bersangkutan tidek dapat lagi diberikan TU sepanjang sisa tahun 
anggaran berkenaan 

e. Pengecualian terhadap huruf d diputuskan oleh Bendahara Urnurm 
Daerah 



(1)Pembayaran atas beban Lang Persediaan yang apt oe 
Bendahara Pengeluaran kepada satu relkanan tidal boleh m io bi  

Rp  10.000.000 (Sepuluh juta rupiah); 

(2)Pembayran epada satu relanan di atas Ro 10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah) harus dilakukan dengan mekanismne pengajuan $PP.LS olh PP'TK 

melalui Bendahara Pengeluaran 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Bupati ini rulei beriaku, sernua ketentuan yang berkaitan 
dengan petunjuk tata cara administn i bendahara dinyatakan tetap belaku, 
sepanjang bidak betentangan dengan Peraturan Bupati ini 

Pasal 8 

Peraturan Bupat Jepara ini rulai bertaku pada tanggat 2 Januani 201f 
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HENDRO MARTOJO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 
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BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR $ 41 


